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PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Ka bu paten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
Anggaran 2019; 

L Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang 
Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT ANG 
PELAKSANAAN 

PENJABARAN 
ANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU 
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. 
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Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri dari : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Transfer Pusat/ Dana Perimbangan 
c. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 
d. Transfer Pemerintah Provinsi 
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 467.252.667.733,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 287.196.126.288,37 
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4) Belanja Hibah Rp. 15.306.020.011,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.390.000.000,00 
6) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00 

Jumlah Rp. 773.144.814.032,37 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah Rp. 0,00 
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 38.858.661.551,90 
3) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 61.588.489.140,34 
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 129.338.928.526,21 
5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 2.086.260.286,00 

Jumlah Rp. 231.872.339.504,45 

c. Belanja Tak Terduga Rp. 81. 773.200,00 
Jumlah Belanja Rp. 81. 773.200,00 

3. Transfer 
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 1.506. 788.450,00 

b. Transfer Bantuan Keuangan 
1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp. 240.118.991.000,00 
2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp. 1.075.486.900,00 

Jumlah Transfer Rp. 241.194.4 77. 900,00 

Surplus/ (Defisit) Rp. (21.803.548.418,88) 

4. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 71.873.121.801,88 
b. Pengeluaran Rp. 0 00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 71.873.121.801,88 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 
(SILPA) Rp. 50.069.573.383,00 

Rp. 71.754.871.935,36 
Rp. 919.909.777.851,00 
Rp. 168.961.539.800,00 
Rp. 22.483.400.081,58 
Rp. 42.887 .055.000,00 
Rp. l.225.996.644.667,94 



Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 21 September 2020 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
___ pada tanggal 21 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

HARYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2020 52 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

Z RNAIN 
Pembina Utama Muda (N / c) 
NIP. 196407051988031010 
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